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ABSTRAK

Huzaifa Katarudin . Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi
Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Kada
Kota Pariaman Tahun 2018

Penelitian ini didasari oleh masih relatif rendahnya partisipasi pemilih
pemula pada pemilu kada Kota Pariaman tahun 2018 yakni 20% dari jumlah
pemilih pemula yang terdaftar sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman. Masih relatif tingginya tingkat apatisme pemilih pemula dan
minim pengetahuan mengenai politik menjadikan pemilih pemula rentan untuk
dimobilisasi, hal ini merupakan alasan bagi peneliti untuk menjadikan pemilih
pemula sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa
pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu
kada Kota Pariaman tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode survei. Adapun responden
dalam penelitian adalah pemilih pemula yang memiliki usia rentan 17-23 tahun
berdomisili di Kota Pariaman sebanyak 100 orang dengan tingkat kesalahan 10%
serta diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling. Hasil dari penelitian
ini menjelaskan bahwa pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik
pemilih pemula memiliki nilai Adjust R Square 0.305 yang artinya pengaruh
variabel literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula sebesar 31%.
Dalam hal ini literasi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu kada Kota Pariaman.

Kata kunci : Literasi Politik, Sosialisasi Politik, Pemahaman Politik, Partisipasi
Politik, Pemilih Pemula
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu proses terpenting dikehidupan bernegara di Indonesia pada
era reformasi yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sistem
demokrasi yang digunakan pada penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu
kada merupakan bentuk demokrasi yang tidak langsung (indirect democracy)
yaitu pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah untuk
menjadi  wakil rakyat sehingga bisa memperjuangkan kepentingan-
kepentingan bersama. Dilaksanakannya pemilu kada bertujuan agar Kepala
Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus
dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. (sutrisno, 2017)

Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk sarana
perwujudan kedaulatan rakyat dalam memberikan suaranya untuk memilih
pemimpin daerah berdasarkan Undang undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1
ayat (1) menyebutkan bahwa :

“..Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis”.

Dalam Rangka kegiatan Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) ini
diharapkan masyarakat bisa memberikan peranannya sebagai komponen
terpenting dalam elemen sistem politik di Indonesia. Pemilu Kada merupakan

sarana memilih pemimpin daerah yang bisa membawa daerahnya relatif baik
1



lagi kedepan dan mampu mencapai tujuan utama negara yaitu kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk mewujudkan itu negara harus mampu
mengayomi masyarakatnya untuk terjun langsung ke dalam proses
pelaksanaan Pemilu Kada karena aspek terpenting dalam tatanan negara itu
sendiri yaitu Partisipasi politik masyarakat, hal ini disebabkan partisipasi
politik memiliki pengaruh relatif besar dalam keberlangsungan jalannya
sebuah roda pemerintahan, karena masyarakat mempunyai legitimasi dalam
memilih pemimpin untuk memimpin pemerintahan. Ini bisa dikatakan bahwa
partisipasi politik dalam pilkada merupakan bentuk kontrol masyarakat
terhadap roda kepemimpinan untuk pemerintahan yang berikutnya agar tidak

ada yang dirugikan atas keputusan dari pemerintah.

Partisipasi politik menurut P. Huntington dan Joan M Nelson
(Budiarjo, 2012) menjelaskan arti partisipasi politik secara luas yakni kegiatan
keluarga yang bertindak sebagai pribadi — pribadi yang di maksud untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat
individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik,
secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak

efektif.

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa
rakyat paham dan mengerti serta ikut serta dalam aktivitas kenegaraan.
Sebaliknya rendah nya partisipasi politik secara umum mencerminkan bahwa
rakyat tidak memberikan pemahaman dan hasrat pada permasalahan pada

aktivitas kenegaraan. Sikap golongan putih (Golput) dalam pemilu merupakan



gambaran bagi rakyat yang tidak memilih. sehingga tingkat partisipasi politik
menjadi sangat penting untuk ditilik karena rendah dan tingginya partisipasi
politik menjadi indikator penting terhadap berjalannya proses demokrasi.Jadi
dapat disimpulkan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kontestasi
pemilihan umum yang terstruktur, partisipasi politik merupakan komponen
utama agar bisa meningkatkan pemilihan umum yang memiliki partisipasi
politik yang berkualitas dan berkuantitas. Tujuan dari partisipasi politik ini
agar para pemilih bisa memahami dinamika-dinamika politik yang sedang
terjadi dan sedang berkembang. Pemahaman tentang politik bagi partipasi
politik ini sangat peting karena Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk
upaya dari berdemokrasi bagi kedaulatan rakyat untuk menghasilkan
pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab agar bisa melaksanakan
tugas nya sebagai pelayan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi

masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan agar meningkatnya partisipasi politik maka salah
satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui literasi politik. Menurut Bernard
Crick (Putri, 2015) mendefinisikan literasi politik adalah upaya
menginterpretasikan konsepsi politik dari hal hal kecil seperti isu-isu politik,
keyakinan para kontestan, serta bagaimana kecenderungan mereka
mempengaruhi diri sendiri dan orang lain, secara sempitnya literasi politik
merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai
politik. Dengan adanya literasi politik ini para pemilih pemula bisa

mendapatkan pendidikan politik yang membantu para pemilih pemula untuk



bisa memahami konsep-konsep politik , aspek-aspek yang berhubungan
dengan konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum,
dan alokasi harus di kuasai dan dipahami oleh pemilih karena ini merupakan

aspek pokok agar bisa berpartispasi dalam kegiatan politik.

Primandha Sukma Nur dan Wardhani (Wardhani Nur, 2018)
menyatakan Pemilihan umum merupakan salah satu instrument demokrasi dari
bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dapat menghasilkan pemimpin
yang berkualitas serta bertanggung jawab untuk mensejahterahkan rakyat.
Diantara pemilih terdapat kategori kelompok pemilih yang relatif menarik
untuk dilihat dan diamati yakni pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan

pemilih yang pertama kali memberikan pilihannya dalam pemilu.

Pemilih Pemula dalam Modul | Komisi Pemilihan Umum tahun 2013
kategori pemilih pemula merupakan warga Negara indonesia yang perdana
menggunakan hak pilih nya dalam aktivitas pemilu dan mereka yang genap
berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Jadi
dapat disimpulkan Pemilih pemula merupakan pemilih yang melakukan
pemilu pertama kali dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Pemilih
pemula sering kali mempunyai orientasi yang dinamis terhadap politik dan
selalu berubah ubah ini disebabkan karena adanya indikator indikator yang
mempengaruhin seperti lingkungan tempat tinggal, pendidikan, sosial budaya
dan lain — lainnya. Sasaran utama dalam pesta demokrasi biasanya kaum
pemilih pemula yang terdiri dari kalangan pelajar tingkat SMA/Sederajat dan

mahasiswa di sekisaran umur 17 hingga 21 tahun. Jumlah pelajar dan



mahasiswa yang banyak dijadikan sasaran tepat bagi para calon pemimpin
dan partai partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilihan. Jika
pelajar dan mahasiswa ini tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang

mendalam tentang Politik tentu akan sangat mudah di pengaruhi.

Alasan penulis memilih studi di Kota Pariaman karena jumlah
penduduknya relatif sedikit dibandingkan kota — kota lain serta jarak Kota
Pariaman ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat jauh relatif dekat jadi tentunya
pemahaman dan cara pandang masyarakat Kota Pariaman jauh relatif baik
dibandingkan Kota Padang Panjang dan Sawahlunto yang relatif jauh dari
pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Namun pada pelaksanaan Pemilu
Kada di Kota Pariaman, partisipasi politik masyarakat relatif terbilang rendah.
Pada Pemilu Kada tahun 2013 tercatat bahwa 31,4% pemilih dari jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih
adalah 61.077 orang namun yang memberikan suara hanya 41.885 orang,
dengan jumlah suara sah 41.301 dan 586 suara tidak sah. Kemudian pada
Pilkada Kota Pariaman tahun 2018, pemilih yang tidak berpartisipasi 26,45 %
dari jumlah DPT sebanyak 59.245 orang namun yang memberi suara 44.377

orang. Dengan suara sah 43.935 suara dan suara yang tidak sah sebanyak 442

suara.
Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Pariaman tahun 2008-2018
Tahun Pilkada Terdaftar Suara Tidak memlhh + Persentase Jumlah

Sah suara tidak sah Suara
2008 52.026 38.440 13.586 73,88
2013 61.077 41.301 19.190 68,6
2018 59.245 43.935 14.868 73,55

Sumber: KPUD Kota Pariaman tahun 2019



Seperti pernyataan Ketua KPU Kota Pariaman bapak Boedi Satria
yang dikutip pada harian Antara Sumbar New pada websitenya
www.antarasumbarnews.com yang terbit tanggal 8 September 2017 yang di
akses pada tanggal 3 Oktober 2019 pada pukul 14:50 WIB bahwa;

..... Berdasarkan hasil evaluasi Pilkada 2013, terangnya relatif
minimnya partisipasi pemilih disebabkan beberapa hal di antaranya
para perantau yang terdata sebagai pemilih namun tidak berada di
Kota Pariaman sekitar 15 persen. Kemudian para pelajar atau
mahasiswa yang saat pemilihan berlangsung sedang menyelesaikan
studi di berbagai daerah mencapai angka lima hingga 10 persen dan
sebagian kecil dari kalangan para nelayan’ kata Ketua KPU Kota
Pariaman, Boedi Satria, di Pariaman, Jumat..... ”

Berdasarkan berita di atas menyatakan bahwa Kota Pariaman memiliki
partisipasi yang relatif rendah di karenakan kurangnya peduli masyarakat
terhadap pilkada serta tidak mengetahui betapa pentingnya pemimpin yang

akan memimpin.

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada Kota Pariaman tahun 2018
- Persentase
Pemilih .
_ Pemula yang | Suara _ N Persentase jumlah
Tahun Pilkada Tidak memilih Jumlah suara yang
terdaftar Sah .
Suara tidak
Terdaftar L
memilih
2018 717 144 573 20% 80%

Sumber: KPUD Kota Pariaman tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pemula
di Kota Pariaman pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018 relatif rendah.
Adapun permasalahan berikutnya berdasarkan hasil wawancara dengan siswa
SMA 1 Kota Pariaman, Arif Putra Finanda pada hari kamis 15 Agustus 2019
pukul 14.22 mengatakan “Saya memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota
itu atas suruhan dari Ayah dan Ibu saya, saya tidak tau paslon yang mana

memiliki kualitas terbaik, jadi hanya mengikuti pilihan orang tua saja”.



Kemudian wawancara dengan saudara rexy elnando, pada hari kamis 15
agustus 2019 pukul 15.00 mengatakan “saya asli pariaman namun Kuliah di
Padang, jadi tidak terlalu mengikuti kali lah pilkada di Pariaman ini. Sehingga
waktu pemilihan kemarin ngikut orang tua aja” . alrafni dan Suryanef (Alrafni,
1999) menyatakan “pemahaman politik relatif superfisial menyebabkan
kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan
mobilisasi bagi kepentingannya memenangkan pemilu” Pemahaman politik
bagi remaja selaku pemilih pemula relatif sangat awam sekali sehingga para
pemilih pemula ini bisa dengan mudah di pengaruhi oleh lingkungannya.

Pemahaman politik bagi remaja di Kota Pariaman terbilang relative
rendah. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Widya Hasan, S.Sos
selaku staff pengelolaan rumah pintar pemilu KPU Kota Pariaman
“Masyarakat di sini masih belum banyak menggunakan fasilitas yang kami
sediakan terutama para remaja yang masih sekolah, mereka sangat minim
sekali pengetahuan tentang politik dan terbukti rumah pintar pemilu KPU
Kota Pariaman sepi pengunjung dari kalangan pelajar”

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
meneliti dengan judul : Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi

Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018.

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menemukan adanya
beberapa identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Relatif kurangnya pemahaman tentang Literasi Politik



2. Relatif tingginya persentase tidak memilih (angka golput) dalam Pemilu
Kada Kota Pariaman 2018
3. Adanya remaja atau pemilih pemula yang apatis terhadap politik.
C. Batasan Masalah
Dari berbagai identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah
yang akan diteliti mengingat keterbatasan waktu dan tenaga . Adapun
batasan masalah yang diteliti yaitu “Pengaruh Literasi Politik terhadap
Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun
2018”.
D. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: Apakah terdapat
1. Berapa persen pemilih pemula yang ikut berpartisipasi pada Pemilu Kada
Kota Pariaman Tahun 2018?
2. Pengaruh Signifikan Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih
Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui jumlah persetanse pemilih pemula yang ikut
berpartisipasi pada Pemilu Kada Kota Pariaman Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui terdapat Pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi
Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018 di Sumatera Barat



F. Manfaat Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang dapat
menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan
bagi penelitian yang akan datang terkait Ilmu Administrasi Negara
terutama berkaitan dengan mata kuliah Pengantar IImu Politik dan Sistem
Politik Indonesia .
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang
berguna bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam melihat serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik terhadap Pemilu

kada di Kota Pariaman.



BAB |1
KAJIAN TEORI
A. Kajian Teoritis
1. Literasi Politik

Bernard Crick (Putri, 2017) Literasi Politik adalah Upaya
menginterpretasikan konsepsi politik dari hal hal kecil seperti isu isu
politik, keyakinan para kontestan, serta bagaimana kecenderungan mereka
mempengaruhi diri sendiri dan orang lain, secara sempitnya literasi politik
merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai
politik. Menurut Denver dan Hands dalam Literasi Politik (political
literacy) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik
dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang
memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan
perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga Negara.

Melek politik atau Literasi Politik menurut Jenni S Bev, literasi
politik mengacu kepada seperangkat ketrampilan yang diperlukan bagi
warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Berkaitan
dengan pelaksanaan pemilihan umum, melek politik dapat dibedakan
menjadi 2 jenis, yaitu melek prosedural dan melek substansial. Melek
prosedural antara lain memahami regulasi kepemiluan, memahami proses
penyelenggaraan pemilu, dan memahami komponen yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemilu. Melek substansial antara lain memahami esensi

pemilu dalam demokrasi, memahami urgensi partisipasi politik,

10
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memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi

kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam pemberian suara.(

Rosalia, 2016).

Dari berbagai pengertian mengenai Literasi Politik dapat di
simpulkan bahwa Literasi politik adalah sebuah upaya pemberian
pemahaman tentang Politik kepada masyarakat agar mampu mengikuti
kegiatan politik. Literasi Politik juga merupakan upaya mengimpretasikan
pengetahuan atau wawasan mengenai politik dan isu — isu politik di
kehidupan sehari hari agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai
politik, partisipasi politik dan hal — hal yang mengenai politik sehingga
masyarakat bisa memilih keadaan politik sesuai dengan pemahamannya.

Adapun Pendekatan mengenai literasi politik warga dikemukakan
Bakti (Putri, 2015) vyaitu:

a. Kebutuhan terhadap informasi politik, terkait dengan informasi apa
yang dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas informasi tentang
partai politik dan kandidat (pendidikan formal, karier, keluarga, visi
misi, dll)

b. Menetapkan strategi pencarian, merupakan strategi investigasi
terhadap seluruh proses politik misalnya sumber dana kampanye, tim
sukses, pelanggaraan prosedur kampanye, dll

c. Gerakan mengkomunikasikan informasi, terkait dengan peran media
dalam proses publikasi. Ada baiknya jika media membuat asosiasi

yang kuat untuk mengawasi pemilu sekaligus sebagai kekuatan
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penyeimbang. Misal meliput janji kampanye sehingga dikemudian hari
masih ada bukti otentik tentang janji politik tersebut

d. Mengevaluasi produk dari proses akhir politik, terkait dengan evaluasi
menyeluruh di setiap tingkatan kampanye Pemilu/Pemilu Kada.

Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan merekomendasikan

apakah seorang kandidat layak atau tidak
Literasi politik dijelaskan oleh Jenni S Bev dalam (Putri, 2017)

sebagai keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan adapun muatan pokok literasi politik
adalah:

1.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik warga dapat dibedakan atas beberapa kategoris:

a. Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik aktif dan pasif.
Dikatakan aktif, Apabila masyarakat tersebut terlibat aktif dalam
perumusan kebijakan Pemerintah,dll. Sementara partisipasi politik
pasif merupakan kegiatan yang mencerminkan ketaatan terhadap
keputusan pemerintah

b. Dilihat dari tingkatannya, dibedakan menjadi apatis, spektator dan
gladiator. Yang pertama artinya tidak menaruh perhatian sama
sekali terhadap kegiatan Politik dan bersikap masa bodoh.
Spektator maksudnya adalah warga yang Bersangkutan terlibat
atau ikut memilih dalam Pemilu. Sedangkan gladiator

berpartisipasi secara aktif dalam proses politik
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c. Partisipasi dibedakan atas jumlah ada yang bersifat kolektif dan
lainnya individual

d. Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi dapat dibedakan menjadi
partisipasi aktif; partisipasi apatis (ada kepercayaan kepada politik
namun kurang percaya pada system yang ada); partisipasi militan
radikal (kepercayaan kepada politik tinggi namun percaya kepada
system rendah); partisipasi tidak aktif (kesadaran politik rendah,
tetapi percaya kepada system politik sangat tinggi).

1.2 Pemahaman Kritis Warga atas hal hal pokok Terkait Politik

Hal ini terkait dengan pemahaman warga mengenai politik dan aspek

aspek yang berhubungan dengan politik itu sendiri. Konsep Negara,

kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan
alokasi merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk
berpartisipasi aktif dalam politik

a. Kebutuhan terhadap informasi politik, terkait dengan informasi apa
yang dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas informasi tentang
partai politik dan kandidat (pendidikan formal, Kkarier, keluarga,
visi misi,dll)

b. Menetapkan strategi pencarian, merupakan strategi investigasi
terhadap seluruh proses politik misalnya sumber dana kampanye,
tim sukses, pelanggaran prosedur kampanye, dll

c. Gerakan mengkomunikasikan informasi, terkait dengan peran

media dalam proses publikasi. Ada baiknya jika media membuat
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asosiasi yang kuat untuk mengawasi Pemilu sekaligus sebagai
kekuatan penyeimbang. Misal meliput janji kampanye sehingga
dikemudian hari masih ada bukti otentik tentang janji politik
tersebut

Mengevaluasi produk dari proses akhir politik, terkait dengan
evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye Pemilu/ Pemilu
Kada. Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan

merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak.

Dikutip (Sutisna, 2017) Literasi politik adanya elemen-elemen yang dapat

diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Mudhok menawarkan

setidaknya 4 (empat) elemen literasi politik. Yaitu :

a.

d.

Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik,
kewenangan, dan perannya;

Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses
politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik;

Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanan dan anggaran
pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan ublik;

Partisipasi dalam kegiatan politik.

Partisipasi Politik

2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Sitepu  Partipasi Politik (Wardhani Nur, 2018) adalah
Aktivitas dari seorang warga Negara atau kelompok masyarakat

secara tidak langsung mengenai kebijakan pemerintah dilakukan oleh
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indvidu-individu maupun kelompok secara spontan maupun
dimobilisasi. Disisi juga dapat dipahami bahwa partisipasi politik
merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau masyaakat
dalam keikut serta baik secara aktif dalam dunia politik dengan cara
ikut memilih calon pemimpin negara yang baik secara langsung dan
tidak langsung serta bisa mempengaruhi kebijakan — kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah

Menurut Verba dan Nie (Putri, 2017) mendefinisikan

partisipasi politik sebagai “berbagai aktivitas yang dilakukan oleh

individu-individu warga Negara yang kurang lebih secara langsung
bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan
atau aksi yang mereka ambil”

Dikutip (Cucu, 2017) mendefinisikan partisipasi politik
sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta
aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin
negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
kebijakan pemerintah (public policy).

Gaventa dan Valderama (Sahid, 2015) menyatakan bahwa
“partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi,
biasanya partai politik dan negara”. Interaksi tersebut meliputi
tindakan individu atau kelompok terorganisasi untuk melakukan
kegiatan politik seperti kampanye, protes, atau pemungutan suara.

Herbert McClosky (Budiarjo, 2012) mengartikan bahwa partisipasi
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politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana
mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan
secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan
kebijakan umum.

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

(Budiarjo, 2012) menjelaskan arti partisipasi politik secara luas yakni:

“...Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai
pribadi — pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau
kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai
atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif...”

Kemudian Damsar dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik
(Damsar, 2012) mengatakan bahwa partisipasi politik dapat dijelaskan
sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam
kegiatan — kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan (power),
otoritas (authority), kehidupan publik (public life), pemerintahan
(government), negara (state), konflik dan resolusi (confict and
resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision

making), distribusi (distribution) ataupun alokasi (allocation).

Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan

pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:68).
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Dari berbagai definisi mengenai partisipasi politik dapat di
simpulkan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas masyarakat yang
mengikuti proses politik dan kebijakannya. Adapun bentuk politik
yang dilakukan berupa kontrol terhadap politik yang dijalankan oleh
pemerintah dan memberikan hak berpendapat terhadap kebijakan yang
dibuat. Partipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat
mempengaruhi tujuan utama dari pemerintah untuk mewujudkan

kesejahteraan.

Partisipasi  politik mempunyai fungsi bagi kepentingan
pemerintah, Kamarudin Sahid dalam bukunya Memahami Sosiologi
Politik (Sahid, 2015) menjelaskan fungsi partisipasi antara lain

sebagai berikut:

a. Untuk mendorong program — program pemerintah.

b. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat
untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan
meningkatkan pembangunan.

c. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan Kkritik
terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program

— program pembangunan.
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Weimar dalam (Sahid, 2015) mengemukakan terdapat lima

faktor — faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni sebagai

berikut;

Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi
pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi,
peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa
dan media komunikasi.

Terjadinya perubahan struktur kelas esensial. Semakin
berkembangnya industrialisasi berpengaruh pada munculnya kelas
baru seperti kelas menengah atau pekerja baru yang tentu memiliki
kebutuhan atau tuntutan baru yang semakin meluas dan pada
akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pengaruh meningkatnya kaum intelektual dan meningkatnya
komunikasi massa, ide — ide nasionalisme, liberalisme, dan ide
lainnya yang menuntut partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Adanya konflik di antara pemimpin — pemimpin politik. Pemimpin
— pemimpin politik saling berkompetisi dalam merebut kekuasaan
sehingga adanya mobilisasi partisipasi politik.

Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam urusan

sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
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Menurut Nimmo (Miaz, 2012) bahwa keterlibatan seseorang

dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor — faktor berikut ini:

a. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam
partisipasi politik karena didukung oleh kebijakan — kebijakan
yang dibuat oleh negara.

b. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial
dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang
memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber dya sosial
dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik.
Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan
dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal,
agama, dan lain - lain.

c. Motivasi personal, artinya motif ini mendasari kegiatan berpolitik
sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja,
rasional atau tidak emosional, diilnami psikologis atau sosial,
diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau

tidak dipikirkan.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik telah dibagi dalam
berbagai macam bentuk, seperti yang dirumuskan oleh David F. Roth dan
Frank L. Wilson (Damsar, 2012) mengemukakan tingkatan partisipasi
politik. Menurut Roth dan Wilson tentang piramida politik menujukan

bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang,
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maka semakin sedikit kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Piramida

dibagi dalam empat macam yaitu sebagai berikut:

a. Aktivis, merupakan seseorang yang intensitas dan keterlibatan dalam
aktivitas politiknya tinggi. Adapun yang termasuk dalam kelompok
aktivis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok
kepentingan, serta anggota partai atau kelompok kepentingan yang
mengurus organisasi secara penuh waktu (full time). Selain itu kegiatan
politik yang menyimpang seperti pembunuh politik, teroris, atau
pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik juga termasuk dalam
kelompok ini.

b. Partisipan, kelompok ini mencakup berbagai aktivitas seperti petugas
juru kampanye, mereka yang terlibat dalam program atau proyek
sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik atau
kepentingan.

c. Pengamat, kelompok ini adalah mereka yang tidak banyak menyita
waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensi dan jarang
melakukan aktivitas politik.

d. Orang yang apolitis, merupakan lapisan kelompok yang terbawah yaitu
kelompok yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan
dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah

politik.
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Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya
Partisipasi  Politik di Negara Berkembang (Huntington, 1994)

membedakan jenis — jenis perilaku partisipasi politik sebagai berikut.

a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan —
sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari
dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan
mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b. Lobbying mencakup upaya — upaya perorangan atau kelompok untuk
menghubungi pejabat — pejabat pemerintah dan pemimpin — pemimpin
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan — keputusan mereka
mengenai persoalan — persoalan yang menyangkut sejumlah besar
orang.

c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau
pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan
eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri,
sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah
orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi itu
untuk mempengaruhi pemerintah.

d. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang
ditujukan terhadap pejabat — pejabat pemerintah dan biasanya dengan
maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir

orang.
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e. Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk
partisipasi politik, untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk
mendefinisikan sebagai suatu kategori tersendiri; artinya, sebagai
upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah
dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang — orang atau

harta benda.

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson (Suryadi, 2007)
menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan
intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas
menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi
sebagai aktifis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara
tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian di
kenal dengan nama “Piramida Partisipasi Politik”. Karena seperti piramida
maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah

Gambar. 2.1 Piramida partisipasi politik

Pejabat Partai
Pemimpin Partai/
Kelompok Kepentingan

Petugas Kampanye
Anggota Aktif Partai/
Kelompok Kepentingan

Menghadiri rapat umum anggota Partai/ Kelompok

Kepentingan, Membicarakan masalah politik, mengikuti

perkembangan politik melalui media massa, memberikan s
uara dalam pemilu

Orang-orang yang Apolitis

Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Syarbaini, 2002:70.
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Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi
politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak
melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang
apolitis (Syarbaini, 2002). Kelompok yang berada di atas orang-orang
apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan
kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota
partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti
perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam
pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari
kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas
politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi
anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan. Kelompok terakhir
yang terletak dibagian atas piramida partisipasi politik adalah kelompok
aktivis, warga yang termasuk kelompok aktivis ini tergolong sedikit
jumlahnya dimana kelompok aktivis teridri dari pejabat partai sepenuh
waktu, dan pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Syarif (Syarif, 2016) menyatakan pengertian partisipasi politik
menurut beberapa ahli ialah kegiatan, tindakan, dan perbuatan yang
dilakukan individu atau kelompok untuk ikut serta berkecimpun, baik
secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam urusan politik, baik
dalam pemilihan umum, serta dalam memengaruhi proses dan

pembentukan kebijakan umum suatu negara.



2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik tampak dalam aktivitas-aktifitas politiknya.
Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah

pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat

atau untuk memilih kepala Negara ( Maran, 2001:148)

Terdapat beberapa bentuk partisipasi pemilih dalam pemilihan umum,

telah menemukan dan meneliti bahwa ada tiga indikator partisipasi

politik pemilih dalam Pilkada yakni;

a.

Mengikuti diskusi politik
Diskusi politik maksudnya adalah sebuah diskusi yang diikuti
oleh beberapa orang dengan maksud membicarakan politik baik
itu pandangan politik, ideologi ataupun pilihan politik melalui
pertukaran pikiran dan argumen. Dalam paper (Levinsen &

Yndigegn, 2015) menyebutkan bahwa:

“...diskusi meningkatkan kemampuan individu untuk
mengklarifikasi sikap mereka terhadap orang lain,
mendengarkan pandangan politik orang lain hingga sampai
pada wawasan baru dan kemungkinan diikuti dengan
keputusan (discussion develops’ individual ability to clarify
their own attitudes towards other, listen to others’ political
views and arrive at new insights and perhaps joint
decisions)...”

Diskusi politik memungkinkan seseorang memberikan
informasi politik terhadap pihak lain sehingga dengan pertukaran
informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

politik seseorang.
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b. Mengikuti kampanye
Kampanye adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih dalam
konteks pemilihan umum. Usaha ini dilakukan umumnya oleh
perorangan atau sekelompok orang dengan terorganisir melalui
penyebaran informasi baik melalui pembicaraan, penyiaran,
slogan atau spanduk dan lain sebagainya. (Kurniawan, 2013)
mengartikan bahwa kampanye adalah proses interaksi yang
bersifat intensif dari partai politik kepada publik dengan kurun
waktu tertentu biasanya terjadi menjelang pemilu. Jadi dalam
proses kampanye ini, pihak partai politik atau calon pemimpin
yang ikut dalam pemilu melakukan promosi atas kebijakan
yang akan diambilnya setelah terpilih kemudian masyarakat
dapat menentukan pilihan politiknya.
c. Menggunakan hak pilih

Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau dalam
bahasa Inggris disebut voting adalah salah satu bentuk
partisipasi politik. Partisipasi politik dalam bentuk ikut
memberikan suara (menggunakan hak pilih) menurut David F
Roth dan Frank L. Wilson (Budiarjo, 2012) tergolong pada
kategori ‘onlookers’ (penonton) yang merupakan Kkategori
tingkat kedua setelah kategori ‘apoliticals’ (apatis) dalam lima

tingkatan partisipasi politik. Voting merupakan hal yang
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penting di mana keputusan politik masyarakat dalam pemilihan

umum berpengaruh pada proses pemerintahan maupun

kebijakan.
3. Pemilih Pemula
3.1 Pengertian Pemilih

Dalam (PKPU No. 11 Tahun 2018.) tentang Penyusunan Daftar
Pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal
1 ayat 28 menjelaskan bahwa : Pemilih adalah Warga Negara
Indonesia yang sudah genap berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau
lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”

Dalam (Undang-undang No. 10 Tahun 2008, n.d.) tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bab
IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 ) dijelaskan bahwa :

“...Pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang pada
hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara
Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih
atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan
sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan
undang undang pemilu...”

Primandha Sukma Nur dan Wardhani (Wardhani Nur, 2018)
menyatakan Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu
sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk
menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas,
serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori

kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti
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lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-

pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya.

4. Pengaruh Literasi Politik terhadap partisipasi Politik
Literasi Politik dari yang telah kita pahami secara bersama adalah
proses pemahaman tentang proses dan isu-isu politik serta menjadi suara
proses pemahaman dan pengetahuan kepada warga Negara yang harus
melaksanakan perannya sebagai partisipasi politik yang harus paham
mengenai pengetahuan, ketarampilan dan sikap mengenai politik (Putri,

2017)

“...Di antara aspek yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam
Pemilu adalah Tingkat melek politik masyarakat. Melek politik
upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan,
bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan
orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari
pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik termasuk
mengenai Pemilu...”

Berikut terdapat berbagai macam keterlibatan Literasi Politik
contohnya memberikan pemahaman tentang politik, pengetahuan tentang
politik dan memahami isu isu politik. Sehingga aktifitas mengenai politik
dan sistem politik yangada di Indonesia dapat di ikuti dengan baik jika
memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang politik. Maka dari itu
sangat dibutuhkan Literasi politik untuk semua lapisan terutama para

pemilih pemula yang baru tahu tentang politik.
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Indikator Literasi Politik

Untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang memilih manusia
sebagai objeknya harus memiliki atau di dasarkan dengan konsep
perencanaan yang baik dan di akui sehingga pekerjaan tersebut bisa
digunakan nantiya. Sama halnya dengan pada konteks Literasi Politik juga
didasari oleh beberapa teori yang relevan. Penelitian sebelumnya tentang
Literasi Politik telah dilakukan oleh banyak peneliti, seperti Nora Eka
Putri (Putri, 2017) dalam jurnalnya tentang Dampak Literasi Politik
terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilu menggunakan indikator Literasi
Politik di antaranya Kebutuhan terhadap informasi politik, strategi

pencarian, gerakan mengkomunikasikan informasi.

a. Kebutuhan terhadap informasi politik,
Maksudnya terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan untuk
mengetahui secara jelas informasi tentang partai politik dan kandidat
(pendidikan formal, karier, keluarga, visi misi,dll)

b. Menetapkan strategi pencarian,
Merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik misalnya
sumber dana kampanye, tim sukses, pelanggaran prosedur kampanye,
dll

c. Gerakan mengkomunikasikan informasi,
Terkait dengan peran media dalam proses publikasi. Ada baiknya jika

media membuat asosiasi yang kuat untuk mengawasi Pemilu sekaligus
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sebagai kekuatan penyeimbang. Misal meliput janji kampanye sehingga
dikemudian hari masih ada bukti otentik tentang janji politik tersebut.
d. Mengevaluasi produk dari proses akhir politik,
Terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye
Pemilu/ Pemilu Kada. Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan
merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak.
6. Pemilihan Kepala Daerah

Pada masa Suharto , Demokrasi di Indonesia masih bisa dikatakan
tidak tidak terbuka dimana para pemimpin daerah yaitu kepala daerah
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada masa ini kepala
daerah yangdipilih oleh DPRD lalu di sahkan oleh Presiden. Kepala daerah
merupakan perpanjangan tangan dari Presiden dan meteri dalam negeri
dalam mengelolah pemerintahan dan jua Kepala daerah yang di pilih oleh
DPRD tidak bisa mewakili seluruh aspirasi rakyat karena DPRD bukanlah
representasi dari rakyat daerah untuk memilih kepala daerah. Jika sistem
masih seperti ini kesejahteraan masih belum bisa di wujudkan karena
masih di kelolah oleh pemerintah pusat.

Kemudian masyarakat Indonesia menuntut adanya reformasi dan
berakhir dengan kejatuhan rezim orde baru yang kemudian melahirkan
perubahan atas undang — undang pemerintahan daerah yakni dengan
ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Perubahan signifikan dimulai dari Undang — undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kekuasaan otonomi
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daerah seluas — luasnya yang melatar belakangi adanya hak dan kebebasan
masyarakat daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung.
Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya secara khusus diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — undang No. 1 tahun 2014
tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang — undang
No. 1 tahun 2015. Selanjutnya ditetapkan Undang — undang No. 8 Tahun
2015 yang memuat tentang perubahan atas Undang — undang No. 1 tahun
2015, yang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa;

“... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis...”

Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah pemilihan
kepala daerah yang di singkat Pilada merupakan media pemilihan
pemimpin oleh masyarakat dalam suatu wilayah daerah untuk
mewujudkan pemerintah yang mampu membawa perubahan ke arah yang
lebih bak serta demokratis. Semenjak tahun 2015 mulai diberlakukan
sistem Pilkada serentak. Pilkada serentak dilakukan berdasarkan Undang —
undang No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang — undang No. 1
tahun 2015 yakni pada pasal 3 yang berbunyi “...pemilihan dilaksanakan
setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia...”. Sehingga pada pilkada serentak ketiga

yakni pada tahun 2018 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
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No. 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau

walikota dan wakil walikota tahun 2018.

Dalam hal ini Kota Pariaman ikut terdaftar pada daerah yang
mengikuti pilkada serentak. Dengan adanya Pilkada diharapkan
masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik ini sehingga setiap
daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Partisipasi
yang dimaksud adalah ikut memilih di pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah di daerahnya. Sehingga akan menghasilkan pemerintah yang

merupakan representasi dari daerah itu sendiri dan masyarakat dapat

menilai pemimpin daerah yang baik menurutnya.

B. Studi Relevan

Beberapa penelitian terdahulu di

atas memiliki

persamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti, antara lain :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian yang relevan
NO Nama/_JgduI Dimensi Mgtode yang Hasil
Penelitian digunakan

1 Dampak Literasi Peneliti Penelitian ini dilakukan
Literasi Politik | Politik menggunaka | untuk mengungkap apakah
Terhadap terhadap | n penelitian terdapat hubungan yang
Partisipasi Partisipasi | kuantitatif signifikan antara tingkat
Pemilih Dalam | Politik melek politik dengan
Pemilu (Nora partisipasi pemilih di
Eka Putri) Kabupaten

Solok

2 Pemahaman Melek Peneliti Berdasarkan hasil penelitian
Politik dan Politik menggunaka | tersebut diketahui bahwa
Identifikasi terhadap | n penelitian pemahaman politik
Kepartaian Partisipasi | kuantitatif perempuan masih superfisial
Perempuan Politik dan tidak terlalu dalam maka
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dalam Pemilu derajat identifikasi
1999 di Kota kepartaian dari perempuan
Padang umumnya lemah dan juga
(Alrafni dan dalam hal memberikan
Suryanef) dukungannya. Seiring
dengan itu kondisi tersebut
akan mudah dimanfaatkan
oleh sementara pihak untuk
memobilisasi
kepentingannya
memenangkan pemilu. Jadi,
penelitian ini lebih
memfokuskan permasalahan
pada pentingnya pemahaman
politik dan identifikasi
kepartaian perempuan dalam
pemilu
Strategi Strategi Peneliti Berdasarkan hasil penelitian
Komunikasi Komunik | menggunaka | yang telah penulis uraikan
KPU Kota asi dalam | n metode pada bab sebelumnya dapat
Padang Dalam | meningka | Kualitatif disimpulkan bahwa strategi
Meningkatkan | tkan Deskriptif komunikasi yang dilakukan
Partisipasi Partisipasi oleh Komisi Pemilihan
Masyrakat Umum(KPU) Kota Padang
pada Pemilu sudah terlaksana secara
Kada Tahun optimal, walaupun masih
2018 adanya ditemukannya

kendala-kendala dalam
melaksanakan strategi
komunikasi. Namun itu tidak
terlalu berpengaruh terhadap
strategi yang telah dibuat
oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Padang
karena dari strategi
komunikasi yang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Padang,
ternyata cukup efektif
terlihat dari
meningkatkannya partisipasi
masyarakat pada pemilihan
umum kepala daerah 2018
yaitu meningkat sebesar 11%
dari tahun sebelumnya
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C. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara
teoritis keterkaitan antar variabel — variabel yang diteliti. Secara sederhana
kerangka konseptual pada penelitian mengenai Pengaruh Literasi Politik
terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman
tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Konseptual

(X)
LITERASI POLITIK )
(Cric_k, 2006 ) PARTISIPASI POLITIK
Indikator : ( Syarif, 2016 )

- Kebutuhan terhadap informasi Indikator :
- Menetapkan strategi pencarian - Mengikuti diskusi politik
- Gerakan mengkomunikasikan - Mengikuti Kampanye

informasi - Menggunakan hak pilih
- Mengevaluasi produk dari proses

akhir politik
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D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis menurut merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Adapun hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

HO : Tidak terdapat pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik
Pemilih pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018
Ha : Terdapat pengaruh Literasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih

pemula pada Pemilu Kada Kota Pariaman tahun 2018



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pertama, Tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu kada Kota
Pariaman tahun 2018 yaitu sebesar 20% dari jumlah pemilih pemula yang
terdaftar di KPU Kota Pariaman

Kedua, literasi politik memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik
pemilih pemula terkhusus literasi politik yang melalui penggunaan teknologi
informasi komunikasi baik secara elektronik, media cetak maupun online.
Sementara literasi politik yang dilakukan secara konvensional tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pemilih pemula. Bahwa hari ini pemilih
pemula akan tertarik dengan politik sambil bersantai, walaupun terdapat
pengaruh literasi politik melalui sekolah dan keluarga namun tidak
berpengaruh signifikan karena mereka adalah generasi yang akrab dengan
penggunaan media (media literacy) sehingga penggunaan gadget/tablet lebih
sering digunakan dibandingkan harus menerima informasi secara serius atau
terpaku dari ibu/bapak guru dalam memberikan informasi politik yang
membuatnya bosan dan stress. hal terbukti dengan pertanyaan terbuka kepada

responden.



91

B. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan
sebelumnya maka melalui penelitian ini dikemukakan beberapa saran antara
lain:

1. Kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Pariaman dan Bawaslu
Kota Pariaman termasuk Partai Politik sebagai salah satu institusi yang
memberikan pendidikan politik I'“;l"‘“. masyarakat terkhusus pemilih
pemula untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan
informasi tentang pemilu.

2. Peneliti menyarankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini
sangat baik dalam menghadapi new normal di Indonesia dalam meni
ngkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

3. Peneliti masih menyadari bahwa hasil penelitian ini masih mengandung
sesuatu yang belum diteliti dalam penelitian ini, untuk itu peneliti
selanjutnya diharapkan mampu menyempurnakan penelitian ini. Selain itu
juga disarankan mencoba menggunakan mix method research agar

mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat, objektif dan

komprehensif.
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